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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Difusi Aplikasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mendukung
Transformasi Digital Pengelolaan Kinerja pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa proses difusi
aplikasi SAKIP telah berjalan dengan baik dan memenuhi lima
karakteristik difusi inovasi menurut Everett M. Rogers, yaitu relative
advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability.

Pada aspek relative advantage, aplikasi SAKIP memberikan
manfaat nyata berupa pengelolaan kinerja yang lebih efektif, sistematis,
transparan, dan terintegrasi mulai dari proses perencanaan, pengukuran,
pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Pada aspek compatibility, aplikasi
SAKIP telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mendukung
pelaksanaan tugas serta fungsi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro,
meskipun masih ditemukan ketidaksesuaian indikator antara aplikasi
SAKIP, E-Monev, dan E-Kinerja yang menyebabkan sinkronisasi data
belum sepenuhnya optimal.

Selanjutnya, pada aspek complexity, aplikasi SAKIP relatif mudah
digunakan setelah aparatur memperoleh pendampingan dan pengalaman
penggunaan, sehingga kendala yang muncul lebih banyak disebabkan oleh

faktor kompetensi sumber daya manusia, kualitas data pendukung, serta
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kendala teknis jaringan dan server. Pada aspek trialability, penerapan
aplikasi SAKIP telah didahului dengan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pendampingan sehingga aparatur memiliki
kesempatan untuk memahami mekanisme penggunaan aplikasi sebelum
diterapkan secara penuh. Sementara itu, pada aspek observability, hasil penerapan
aplikasi SAKIP dapat diamati melalui meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja,
tersedianya data yang lebih terstruktur, meningkatnya akuntabilitas organisasi,
serta terintegrasinya aplikasi SAKIP dengan berbagai aplikasi pendukung dalam
mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa difusi aplikasi Sistem
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mendukung
transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.
Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penyempurnaan, khususnya dalam
meningkatkan sinkronisasi indikator antar aplikasi, penguatan kapasitas sumber
daya manusia, serta optimalisasi integrasi sistem agar pengelolaan kinerja dapat
berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah

sebagai berikut.

1. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.
Satpol PP Kabupaten Bojonegoro diharapkan terus meningkatkan
kualitas implementasi aplikasi SAKIP melalui penguatan koordinasi
antarbidang, peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan

kinerja berbasis digital, serta penyempurnaan kualitas data dukung



104

yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, perlu dilakukan
evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi SAKIP agar
seluruh proses pengelolaan kinerja dapat berjalan secara optimal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat meningkatkan
integrasi antara aplikasi SAKIP, E-Monev, E-Kinerja, dan aplikasi
pendukung lainnya sehingga tidak terjadi perbedaan indikator maupun
duplikasi penginputan data. Harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi
sistem informasi pengelolaan kinerja perlu terus dikembangkan untuk
mendukung transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif dan
akuntabel.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian
mengenai implementasi aplikasi SAKIP dengan menggunakan objek
penelitian yang berbeda atau mengombinasikan teori difusi inovasi
dengan teori implementasi kebijakan maupun transformasi digital.
Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan
kuantitatif atau mixed methods sehingga diperoleh hasil penelitian
yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan aplikasi

SAKIP dalam meningkatkan Kkinerja organisasi perangkat daerah.
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